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KOLABORASI UNTUK WUJUDKAN AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran penting dan strategis dalam mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. 

Kemudian Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam 

mengangkat dan memasyarakatkan TPB. Komitmen tertinggi ini dibuktikan dengan 

dikeluarkannya Perpres No 59/2017 yang memandatkan empat hal penting: (1) tata 

kelola yang inklusif, (2) penyusunan rencana aksi, (3) pelaporan keberhasilan, dan (4) 

pembiayaan TPB, yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal (provinsi dan 

kabupaten/kota). 

 

Hashtag Berita : 
#KesejahteraanMasyarakat #PertumbuhanEkonomiNasional #KementerianPPN/Bappenas 

#PelaksananProgramNasional #PembangunanBerkelnjutan #ProdukDomestikBruto 

#RPJMN #RKP #StabilitasEkonomiIndonesia 

 



PRESIDEN: KAWAL INVESTASI 

 

Presiden Joko Widodo heran dengan nilai investasi di Indonesia yang tak kunjung 

meningkat. Nilai investasi Indonesia yang kalah dari negara-negara tetangga. "Yang 

namanya investasi dan ekspor kita sudah ditinggal, kalah dengan Singapura, dengan 

Malaysia? Ya kalah, Thailand? Ya kalah, Filipina? Ya kalah, Vietnam? Ya kalah. Kita 

tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos. Kemudian Presiden Joko Widodo meminta para 

pemimpin daerah mempermudah proses perizinan usaha dan investasi di 

daerah.  Pasalnya, selama ini, banyak investor yang berminat masuk ke Indonesia, 

namun hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah investasi yang benar-benar terealisasi. 

 

Hashtag Berita : 
#PertumbuhanEkonomiNasional #KesejahteraanMasyarakat #BKPM #PMA #PMDN 

#StabilitasEkonomiIndonesia #RPJMN #PelaksananProgramNasional #Investasi 

#ProdukDomestikBruto #RKP  



PACU SERTIFIKASI TENAGA KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan infrastruktur yang besar memerlukan dukungan tenaga kerja konstruksi 

yang berkualitas. Sertifikat di bidang konstruksi menjadi bentuk pengakuan terhadap 

kompetensi tenaga kerja sekaligus berfungsi meningkatkan penghasilan. Terlebih, saat 

ini teknologi, termasuk di bidang konstruksi, berkembang dengan cepat. Presiden 

berharap, tenaga kerja di bidang konstruksi agar terus meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya agar dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan 

negara lain. 

 

Hashtag Berita : 

#KesempatanKerja #PertumbuhanEkonomiNasional #KesejahteraanMasyarakat 

#PelaksananProgramNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #Infrastruktur #PMA #PMDN 

#RPJMN #RKP #KetenagaKerjaan  



PEMDA DIMINTA PERMUDAH 

INVESTASI 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

meminta pemerintah daerah 

membuka jalan bagi investor 

yang ingin membangun industri. 

Menurut Jokowi, masih ada 

persoalan dalam tata kelola 

perizinan investasi di Tanah Air. 

Hal itu, kemudian membuat 

realisasi nilai investasi pada 

tahun lalu jeblok. Selain itu, 

pemerintah meminta pemda bisa 

menggelar karpet merah bagi 

investor, terutama yang ingin 

membangun industri hilirisasi 

komoditas unggulan Indonesia.  

 

Hashtag Berita : 
#PMA #PMDN #RPJMN #RKP 

#BKPM #EksporImpor #Investasi 

#PertumbuhanEkonomiNasional 

#PelaksananProgramNasional 

#StabilitasEkonomiIndonesia 

#KesejahteraanMasyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUKAI DINILAI LEBIH TEPAT 

 

Percepatan penggembangan industri mobil listrik dinilai lebih pas menggunakan cukai, 

bukan Pajak Penjualan Nilai Barang Mewah (PPnBW). Sebab, ada aspek pengendalian 

konsumsi bila pemerintah juga mengejar efek terhadap lingkungan. Sementara, untuk 

skema PPnBW yaitu instrument tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN. PPnBW 

bertujuan untuk mengatur konsumsiatas barang yang bersifat mewah demi memenuhi 

rasa keadilan masyarakat 

 

Hashtag Berita : 

#PertumbuhanEkonomiNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #Industri #Perpajakan #PMA 

#PelaksananProgramNasional #PMDN #RPJMN #RKP #BKPM #DuniaUsaha #Investasi  

 

 


